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PUTUSAN
Nomor 2289/Pdt.G/2023/PA.TA
- ’\/‘ ol \- -
Sl o
AN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
ENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

pakipigfielah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:
umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Xxxxxx
XXXXXXXX, tempat kediaman di XXXXX XXXXXXXXX, XX XXX XX XXX,
XXXX XXXXXXXXX,  XXXXXXXXK  XXXKKXX, XXXXXXXXX  XXXXXXXKKKX,
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOHAMMAD
SAIFUDIN, S.H.,M.H. advokat/penasehat hukum yang
beralamat di Rt 03, Rw 01, Desa Waung, Kec. Boyolangu, Kab.
Tulungagung email saifudinibnu20@gmail.com, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Tanggal 08 November 2023, dan telah
terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2254/kuasa/11/2023
Tanggal 10 November 2023, sebagai Pemohon;
Lawan
TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
XXXXXX, tempat kediaman di XXXxx XXXXX, XX XXX XX xXx, Desa
Sedayugunung, XXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX  XXXXXXXXXXX
sekarang di Dusun Sanggar RT 01 RW 02, XXXX XXXXXX,
XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, sebagai Termohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 14 November
2023 mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Tulungagung, Nomor 2289/Pdt.G/2023/PA.TA, tanggal 14
November 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
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Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang
antor Urusan Agama ( KUA) Kec. Bandung, Kab.
tanggal 07-06-2004, yang tercantum dalam kutipan akte

Sukoharjo, XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXKXX.

5. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun
dan harmonis sejak bulan Desember 2004 mulai goyah sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran, yaitu ;

1. Masalah ekonomi keluarga, Penghasilan Pemohon sebagai Tukang
Bangunan, dianggap kurang oleh Termohon untuk memenuhi kebutuhan
hidup keluarganya, padahal Pemohon telah berusaha semaksimal
mungkin.

2. Lebih dari itu Pemohon mengetahui Termohon masih sering
berhubungan dengan bekas suaminya terdahulu, sehingga membuat
Pemohon Kecewa dan sakit hati.

6. Bahwa, Puncaknya perselisihan dan pertengkaran tanggal 12 Juli
2005 Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon beralamat di xxxxx
XXXXX, XX XXX XX XXX, Desa Sedayugunung, XXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua
Pemohon di XXXXX XXXXXXXXX, XX XXX XX XXX, XXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX
XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX sampai sekarang ini ,sehingga keduanya
telah pisah 18 tahun lebih 4 bulan lamanya.

7. Bahwa, selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon
sudah tidak ada berkomunikasi lagi, dan tidak pernah kumpul lagi serta
sudah meninggalkan kewajibannya masing masing layak suami istri.
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dlam rumah tangganya namun tidak berhasil.
dengan melihat rumah tangga seperti ini, Pemohon
gudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon merasa sudah tidak
tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon,
oleh karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulungagung
memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang
amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan cerai talak dari Pemohon .

2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak
kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tulungagung.

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat
perkara ini.

ATAU ; Bilamana Pengadilan Agama Tulungagung berpendapat lain, maka

kami mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang
menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas)
tanggal 15 November 2023 dan tanggal 05 Desember 2023 yang dibacakan di

persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan
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untuk beracara secara elektronik, kemudian surat-surat tersebut dicocokkan
dengan dokumen yang diupload oleh Pemohon pada aplikasi e-Court, dan telah
diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada Kuasa
Pemohon, mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon
secara elektronik (e-court) dan Termohon tidak hadir di muka sidang, sehingga
tidak bisa dimintai persetujuannya beracara secara elektronik (e-court), maka
tentang proses pemeriksaan dan mengadili perkara ini dilaksanakan secara
manual berdasarkan penetapan Nomor 2289/Pdt.G/2023/PA.TA;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil
pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat pemohonan
Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah
mengajukan bukti berupa:

A.SURAT
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK xxx,
tanggal 03 September 2012, yang dikeluarkan oleh Prov Jatim, XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh
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diberi tanda P.1;

Kutipan Akta Nikah, nomor 120/20/V1/2004 tanggal 07 Juni
@luarkan oleh kepala KUA Bandung XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
imur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya,

ajelis diberi tanda P.2;

1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraxxxxxx,
di KABUPATEN TULUNGAGUNG, di bawah sumpah

Bahwa saksi adalah saudara misan Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami
istri sah namun belum dikaruniai anak.;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sering
berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon menuntut nafkah
melebihi batas kemampuan Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon berpisah
tempat tinggal sekitar 18 tahun, dan selama itu pula mereka sudah
tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi ;

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon,

akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraxxxxxx,
bertempat tinggal di KABUPATEN TULUNGAGUNG, di bawah sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami
istri sah namun belum dikaruniai anak.;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sering
berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon menuntut nafkah
melebihi batas kemampuan Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon berpisah
tempat tinggal sekitar 18 tahun, dan selama itu pula mereka sudah

tidak pernah saling mengunjungi;
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ebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa di muka sidang Kuasa Pemohon telah menyerahkan
asli Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 November 2023, asli surat permohonan
Pemohon tertanggal 14 November 2023 yang telah dicocokkan dengan
dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, dan telah diverifikasi oleh Ketua
Majelis;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah
memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim
berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan
karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan
dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum
atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama
Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tulungagung maka sesuai
dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang no
50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama
Tulungagung;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan
oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak

pernah hadir di persidangan;
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bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak
n kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130
t (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
gdebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
ngan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak

Pengadilan Agama Tulungagung tidak dapat dilaksanakan dan berdasarkan
penetapan Majelis Hakim Nomor 2289/Pdt.G/2023/PA.TA, tanggal 27 Februari
2023, maka proses pemeriksaan dan mengadili perkara ini dilaksanakan secara
manual;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa
hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat
ahli figih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab
Ahkamul Qur’an juz Il hal. 405 yang artinya berbunyi:

Al Y Al 58y o DY) s (el o
Artinya; “Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam,
kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim,
dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak
adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis

sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi;
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alat-alat bukti yang cukup;
bahwa untuk membuktikan dalil-dalii permohonannya,
gajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Register Akta
Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan
akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon
telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya
dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu
bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon
tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah
menerangkan mengenai ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah
fakta yang diketahui sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah
memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR
sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat
diterima sebagai bukiti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang
merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi
telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo
Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah
mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan
keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH
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erjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
4. Bahwa ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah
dikarenakan Termohon menuntut nafkah melebihi batas kemampuan
Pemohon;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 18
tahun;
6. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak
lagi saling berkomunikasi, dan hubungan keduanya putus sama sekali;
7. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya,
tetapi tidak berhasil;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:
1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan
bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk
dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan antara Pemohon
dan Termohon seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus dan telah berpisah tempat tinggal serta keduanya sudah tidak
saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;
Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam;
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bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma
erkandung dalam Al Qur’an Surat Al Bagarah ayat 227 :

coA e as LT em
ke mert OB Bl laaze Ol

mereka ber'’azam (bertetap hati untuk) talak, maka
Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

emohon mengenai izin mengucapkan talak raj'i tersebut

Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak Pemohon (cerai talak),
di mana dalam cerai talak menurut hukum Islam, Pemohon wajib memberikan
kepada bekas istri (Termohon) mut'ah sebagaimana ketentuan berikut ini:
Firman Allah dalam Al Qur an Surat Al Baqarah ayat 241:

Chver osafall Lle Bs 2og32all ‘gl cabllaslls
Artinya: “Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh
suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang
yang bertakwa*;
Firman Allah dalam Al Qur’an surat al-Ahzab ayat 49:
[les Moz 515 $833 35 5834089
Artinya: “....Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan
lepaskanlah mereka secara baik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk
memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi
bekas istri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam,
perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan
mut'ah yang layak kepada bekas istrinya kecuali istri tersebut gobla al dukhul,
demikian pula dalil syar’i dalam Kitab Al Igna' juz IV halaman 46 juga
dinyatakan:
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anita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak
at tinggal, nafkah dan busana yang layak*;
bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Termohon bukanlah

) ang us% lan antara Pemohon dengan Termohon telah menikah sejak

ganggal 07 un:'i 4 atau kurang lebih selama 13 tahun;
<

Menimbang, bahwa bedasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, untuk
memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian,
maka kewajiban nafkah iddah dan mut'ah harus dibayar lunas sesaat sebelum
pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan

talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang

Pengadilan Agama Tulungagung;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar Mut'ah kepada Termohon

sebelum pengucapan ikrar talak berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,00

(tiga juta rupiah);
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Witu jifla oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim
dibantu oleh Endah Dwi Wahyuni, S.Pd., S.H., M.Pd. sebagai

Ketua Majelis,

Ttd
Drs. Sanusi
Hakim Anggota | Hakim Anggota
Drs. H. M. Daim Khoiri, S.H., M.Hum. Drs. Jureimi Arief

Panitera Pengganti,

Endah Dwi Wahyuni, S.Pd., S.H., M.Pd.

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp 30.000,00
Proses Rp 75.000,00
Panggilan Rp 375.000,00
PNBP Rp 20.000,00
Redaksi Rp 10.000,00
Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)
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